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BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2017 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
struktur organisasi perangkat daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peratuan Bupati Nomor 11
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat.....



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



10.

11.

12.

13.

14.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5950);

15. Peraturan.....



Memperhatikan

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 140);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 142);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan

(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun



Menetapkan

2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2013 Nomor 31);

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasall

Beberapa ketentuan yang ada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Way Kanan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Way Kanan.



10.

11.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,
yang selanjutnya disebut pajak.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak atas pengelolaan, beserta bangunan diatasnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran
pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai
hak atau kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang
sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

12. Bendahara.....



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan
hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat
waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya
sisingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran  pokok pajak, besarnya = sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat.....



21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 4

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf harus memenuhi
persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan
pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;

d. dilampiri fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, yang
dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan
kemudian mencabut keberatannya, atas SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

f. wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar
yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang

tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan



g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
untuk:

a) wajib pajak badan; atau

b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang
dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi
lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang
pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan

tersebut diterima.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 5
(1) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau

SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus

memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN atau SKPDLB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan
pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;

d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB,

yang dimohonkan pengurangan,;



e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan
keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, dalam hal yang diajukan
permohonan pengurangan adalah SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN atau SKPDLB;

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:

1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
untuk:
a) Wajib Pajak badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang
tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dan huruf f.

(3) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan

tersebut diterima.

4. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 6
(1) Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diajukan

S€cara perseorangan.

(2) Permohonan.....



(2)

(3)

(1)

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
SKPDN atau SKPDLB;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
c. diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB,
yang dimohonkan pembatalan; dan
e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
untuk:
a) Wajib Pajak badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus
dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib
Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 7

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan
pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat
diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan
tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan yang pertama.
Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (2).

Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib
Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 8

Bupati jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan
dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan
Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung

sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 9

Keputusan Bupati atas:

a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dapat berupa
mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

b. permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau
SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat
berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan.....



(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan
pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa
mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati harus memberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak
atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan dan penyelesaian
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
LA RAGIAN HUKUM, pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,

_ ZALL
¥ 5 pPepdta Tk I (111/d) Dto,

19750926 200212 1 003
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal S Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 15



